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ABSTRAK 
Nama   : Sumarni J. 
Nim  : 10400114167 
Jurusan  : Ilmu Hukum 
Judul   : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah 
     Wakaf di Kec. Bungoro Kab, Pangkep 
 
Pokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap 
Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Kec. Bungoro Kab. Pangkep. Permasalahan 
ini dibagi menjadi 2 (dua) sub pembahasan yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan 
wakaf di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. 2) Bagaimana pelaksanaan 
wakaf menurut hukum Islam 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 
Normatif. Adapun sumber data penelitian bersumber dari bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data 
kualitatif yaitu mengelola data primer dan sekunder yang bersumber dari 
Karyawan kua Kec.Bungoro Kab. Pangkep dan kepustakaan berupa Undang-
Undang, catatan-catatan resmi, skripsi, disertasi, tesis dan lain-lain. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan Wakaf di Kec.Bungoro 
mengacu pada Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan tanah 
milik, PP No.28 tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1978. 2) 
Pelaksanaan wakaf menurut hukum Islam ialah apabila kita telah memenuhi rukun 
dan syarat-syarat wakaf wakaf tersebut sah adanya. 
Implikasi penelitian yaitu : 1) Diharapkan masyarakat dapat mendaftarkan 
tanah mereka apabila ingin mewakafkan tanah mereka untuk kepentingan umat 
sesuai dengan prosedur atau tata cara wakaf yang benar, karena dalam pengurusan 
wakaf tidak memakan biaya yang banyak, sehingga tidak terjadi sengketa 
dikemudian hari. 2) Diharapkan pelaksanaan wakaf  harus memenuhi syara-syarat 
dan rukun wakaf sbagai syarat sah dalam berwakaf dan pengucapan ikrar janjinya 
dilakukan didepan saksi-saksi yang istifadhah, dan dihadapan pejabat yang 
berwenang. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Tanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, 
apalagi pada Era Modern saat ini perkembangan pembangunan dalam suatu 
Negara terus berkembang. Sehingga tanah merupakan kebutuhan dasar bagi 
kehidupan manusia.yang mana tanah mempunyai nilai stategis dalam mencapai  
masyarakat yang adil dan makmur, dalam kehidupan manusia,  tanah adalah 
faktor yang sangat penting karena manusia hidup diatas tanah (bermukim) dan 
memperoleh bahan pagan  dengan cara memanfaatkan tanah. Oleh sebab itu,  
masalah pertanahan merupakan tanggung jawab secara nasional untuk mencapai 
keadilan dalam pemanfaatan dan penguasaan tanah demi terwujudnya 
kemakmuran rakyat  secara menyeluruh dalam suatu Negara. 
Tanah juga memiliki hubungan emosional dimana setiap orang 
memerlukan tanah mulai dari tempat tempat tinggal sampai meninggal pun 
manusia memerlukan tanah untuk tempat peristirahatan terakhirnya. Manusia 
hidup dengan memanfaatkan tanah sesuai dengan Hukum Alam dan 
menggunakan tanah dengan bijak sesuai dengan Hak-Hak dan Kewajibannya 
berdasarkan Hukum yang berlaku,  maka tanah tersebut akan memberikan 
manfaat yang besar pula kepada pemiliknya. 
Hubungan fungsional antara UUPA dan hukum adat tampaknya relevan 
dengan kondisi negara Indonesia yang bercorak multikultural, multietnik, agama, 
ras, dan multigolongan. Juga, relevan dengan sesanti Bineka Tunggal Ika yang 
secara de facto mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi warna pluralisme hukum 
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tampaknya masih mendapat tempat, yaitu dengan mencermati adanya dua/lebih 
sistem hukum yang saling berinteraksi.  
Berbagai jenis Hak dapat melekat pada tanah, dengan perbedaan prosedur, 
syarat dan ketentuan untuk memperoleh Hak tersebut. Didalam Hukum Adat 
dikenal Hak membuka tanah, Hak Wenang Pilih, Hak Menarik Hasil, sampai Hak 
Milik. 
Hak milik diatur dalam pasal 20-27 Undang-undang No. 5 tahun 1960 
tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Pengertian hak milik dalam pasal 
20 ayat (1) UUPA adalah hak yang turun temurun. Terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah dengat mengingat ketentuan UUPA pasal 6. Hak 
milik merupakan hak turun temurun yang diwariskan oleh pemegang hak yang 
diwariskan kepada pewariskan, hak milik adalah hak yang terkuat dimana 
seseorang dapat mempertahankanya dari pihak manapun yang ingin ingin 
menganggu hak kepemilikikannya. Selain itu pemilik hak dapat menyewakan 
miliknya maupun memberikan miliknya kepada orang lain karena ia tidak 
memiliki batasan selama itu adalah miliknya.  
Tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak 
yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. 
Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan 
bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan 
bumi saja. Untuk keperluan apa pun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga 
penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang 
ada di atasnya. Oleh karena itu dalam (ayat2) dinyatakan, bahwa hak-hak atas 
tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian 
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tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut "tanah", tapi juga 
tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya 
Tanah merupakan salah satu Sumber Daya Alam yang memiliki nilai 
Ekonomis, Sosial, Politik dan Pertahanan Keamanan yang sangat tinggi. Dimana 
tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena saling berkaitan satu 
sama lain. Tanah dipandang dari segi Hukumnya memiliki peran yang sangat 
penting bagi pembangunan suatu Negara. Tanah memiliki nilai jual yang sangat 
tinggi apalagi saat ini dimana pembangunan lagi gencar-gencarnya dilakukan 
tetapi lahan yang tersedia terbatas. Dan jumlah penduduk di Negara kita saat ini 
sangat banyak, Sehingga tidak heran banyak manusia mempertahankan tanahnya 
hingga akhir hayat mereka. Kebutuhan masyarakat akan tanah terus meningkat 
dan mengakibatkan berbagai masalah muncul. 
Pada beberapa kelompok menganggap tanah memiliki nilai magis, ketika 
pembukaan tanah dengan cara menebang hutan dianggap dapat menggangu 
keseimbangan magis lingkungan itu, sehingga diperlukan upacara tertentu untuk 
memulihkan keseimbangan magis tersebut. 
Sengketa adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau 
kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang 
sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, 
tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.
1
 
Sehingga banyak masyarakatnya yang sangat menjaga harta benda mereka agar 
tidak diambil oleh orang lain, salah satu contoh sengketa yang sering terjadi 
adalah wakaf. 
                                                             
1
 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah,( Jakarta; Prenada Media, 
2005), h. 23 
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Wakaf adalah suatu Lembaga Keagamaan yang dapat dipergunakan 
sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan Keagamaan, khususnya 
bagi Ummat yang Beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan 
spiritual dan material masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, bahwa 
Peraturan Perundang-Undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang 
Perwakafan Tanah Milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara 
perwakafan, juga membuat kemungkinan timbulnya Hak-Hak yang tidak 
diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengeni 
tanah-tanah yang diwakafkan.
2
 Karena pada zaman dulu wakaf hanya berupa 
perkataan lisan. 
Banyak masyarakat yang mewakafkan tanahnya dengan masuk 
kepentingan masyarakat banyak namun ia tidak memberitahukan kepada 
keturunannya bahwa harta itu telah diwakafkan. Oleh karena itu, banyak Ahli 
Warisnya yang mengambil Alih Harta yang telah diwakafkan orang tua atau 
nenek/ kakek merekadengan dalil tidak ada bukti yang menyatakan bahwa harta 
tersebut telah diwakafkan. 
Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf yang berada 
didaerah Bungoro, penulis mengangkat masalah ini dalam  bentuk skripsi yang 
berjudul” Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan kembali  Tanah Wakaf di 
Kec. Bungoro Kab. Pangkajene.” 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian penjelasan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan 
Skripsi ini adalah:  
1. Bagaimana Pelaksanaan Wakaf di Kec. Bunggoro Kabupaten Pangkep? 
                                                             
2
 Peraturan Pemerintah Republic Indonesia no. 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah 
Milik 
5 
 
2. Bagamana Pelaksanaan Wakaf menurut Hukum Islam? 
 
C. Fokus Penelitian dan deskripsi fokus 
Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk memfokuskan kepada 
pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan wakaf dikecamatan Bungoro Kabupaten 
Pangkep. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil fokus pada 
pelaksanaan wakaf menurur hukum yang berlaku dimasyarakat Bungoro dan 
pelaksanaan wakaf menurut hukum Islam. 
Dalam penelitian ini fokus penelitianya pada Kajian pustaka ialah 
mengkaji bagaiman islam memandang status hukum sebuah tanah wakaf apa bila 
ditarik kembali dan bagaimana prosedur pelaksanaan wakaf di Kecamatan 
Bungoro. 
Dalam menyusun skripsi ini diperlukan berbagai teori dari berbagai 
sumber atau rujukan yang relevan, hal ini mesti dilakukan sebelum melakukan 
penelitian. Telah dilakukan beberapa pengkajian terhadap beberapa literature yang 
berkaitan dengan  pembahasan ini.  
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari 
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana 
penelitian. Sebelum melakuka penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa 
literature yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun kajian kepustakaan 
yang relevansi dengan judul penelitian ini, sebagai berikut: 
Adijani Al-Alabij, menjelaskan tentang bagaimana teori dan praktek 
wakaf dilapangan semenjak peraturan perwakafan diberlakukan beberapa puluh 
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tahun yang lalu, dan juga menjelaskan tentang apakah informasi tentang peraturan 
perwakafan tersebut sudah diketahui oleh masyarakat atau belum. 
Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, dalam bukunya menjelaskan 
tentang pembahasan wakaf fikih klasik dan hukum-hukumnya . dan juga 
menjelaskan fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa 
wakaf. 
Muhammad Amin Summa, dalam bukunya menjelaskan tentang literatur  
hukum keluarga Islam didunia Islam Kontenporer yang relatif masih langka. Dan 
fokus bahasanya meliputi hukum keluarga dalam Islam. 
Penulis juga mengambil kajian kepustakan dari beberapa skripsi. Tesis dan 
disertasi yang antara lain: 
Mustofa jamal “Masalah Wakaf ditinjau dari hukum Islam di Indonesia” 
skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya” membahas tentang 
bagaimana status tanah wakaf tersebut setelah diwakafkan.. Namun dalam karya 
ilmiah yang akan penulis teliti hanya berfokus pelaksanaan wakaf dikecamatan 
Bungoro Kabupaten Pangkep dan bagaimana pelaksanaan atau tata cara 
perwakafan menurut hukum Islam. 
E. Tujuan dan manfaat penelitian 
Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan penelitian 
Arah dan sasaran dari penelitian ini ialah menemukan bagaimana 
pelaksanan wakaf didaerah Bungoro. Apabilah  telah diwakafkan dan 
ditarik kembali. Dan bagaimana Hukum Islam memandang hal itu 
2. Manfaat Penelitian 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi 
dalam pemahaman seberapa efektif penerapan Hukum Wakaf dalam 
menangani sebuah masalah yang terjadi dimasyarakat berkaitan dengan 
tanah wakaf. 
Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi sebagai berikut: 
a. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
dalam mengembangkan pembahasan dalam menangani sebuah masalah dari 
perwakafan di masyarakat. 
b. Manfaat  Praktis 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang yang 
praktis kepada masyarakat umum. 
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BAB II  
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam 
1. Pengertian Hukum  Islam (syari’at islam) 
Hukum syara‟ menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari‟ yang 
bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah memilih 
atau berupa ketetapan (taqrir).
3
 
Syariat Islam merupakan serangkaian Aturan-Aturan mengenai 
keseluruhan  kewajiban  Keagaman, segalah Perintah Tuhan yang  dimana telah 
mengatur kehidupan setiap Muslim dan Musliman dari berbagai aspek  
kehidupan, yang terdiri dari kaidah atau norma yang mengatur  mengenai tata cara 
beribadah, masalah politik, ekonomi, sosial, budaya,  dan smasih banyak lagi yang 
diatur dalam Syariat Islam. Dengan demikian kalau kita membicarakan tentang 
Syariat Islam maka kita juga membicarakan Hukum dan Agama itu sendiri. 
 Perkembangan kehidupan masyarakat yang bebas saat ini dari masa ke 
masa memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan. Untuk 
mengantisipasi keadaan itu, diperlukan sebuah Aturan yang membatasi tingkah 
laku manusia. Aturan Hukum itu berkembang sangat pesat dan bermacam-macam 
aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. 
Allah  mengatur semua itu dalam Al-quran dan Hadist Nabi yang menjadi 
pedoman umat Islam yang sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat 
islam.  
B. Pengertian Hukum 
Kata hukum secara etimologis berasal dari 
kata“law”(inggris),”recht”(Belanda), “loi atau drait” (Prancis),  “ius”(latin), 
                                                             
3
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9 
 
“derecto”(Spanyol), “dirrito”(Italia). Dalam bahasa Arab, yaitu:”hakama 
yahkumu hukman”, yang berarti memutuskan suatu perkara.4 Hokum juga banyak 
didefinisikan oleh para ahli diantaranya ialah: Utrecht mengatakan bahwa hukum 
merupakan himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib 
kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Hukum  merupakan 
himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam 
masyarakat, oleh karena itu, pelangaran petunjuk hidup tersebut dapat 
menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.
5
  
Hukum Islam adalah lambang pemikiran  Islam; manifestasi paling khusus 
dari pandangan hidup Islam. Inti dan titik sentral dari Islam itu sendiri. 
Istilah”Fiqh” itupun sebagai salah satu Ilmu menunjukkan  bahwa  awal Islam, 
mendapat perhatian pada Ilmu hukum sebagai ilmu paling                                                                                                                                                                          
kedudukan penting  yang  sebanding dengan  kedudukan Islam. Hanya golongan 
mistikisme yang cukup tangguh mengimbangi pengaruh Hukum pada pemikiran-
pemikiran Umat  Islam dan  memang sering terbukti sebagai  pihak  yang menang.  
Akan tetapi sampai masa kini bidang Hukum  termasuk bidang bahasannya 
(dalam arti yang  sempit) tetap merupakan  suatu  hal  yang sangat  penting.
6
 
C. Tinjauan Umum Tentang Wakaf 
1. Pengertian Wakaf dan  Dasar Hukumnya 
Wakaf berasal dari akar kata bahasa arab yaitu: فاقوا- فقو -   فوقوم-  yang 
artinya harta yang diwakafkan. Al waqf terambil dari akar kata wakafa-yaqifu-wa-
wuqufan,yangberarti:Ragu-ragu,Berhenti,Memberhentikan,Memahami,Mencegah, 
Menahan, Mengaitkan, Memperlihatkan, Meletakkan, Memperhatikan, Mengabdi 
dan tetap Berdiri.
7
 Wakaf juga diartikan dengan al-habsu yang berasal dari kata 
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kerja. Habasa –yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau 
memenjarakan, kemudian kata ini berkembang menjadi “Habbasa” dan berarti 
mewakafkan harta karena Allah, kata al-waaf dalam bahasa arab mengandung 
beberapa pengertian: 
 َو ُسْيِبْحَّتلا ىَنْعَمِب ُفْقَوْلا  ُلْيِبْسَّتلا 
 
Terjemahan : 
 “menahan, dengan makna menahan harta wakaf untuk 
 diwakafkan tidak dipindahmilikkan”.8 
 Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah menahan harta yang 
mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya 
(Ainnya) dan digunakan untuk kebaikan
9
.  
The Shorter Encyclopaedia of Islam menyebutkan pengertian wakaf 
menurut islilah Hukum Islam yaitu “to protect a thing, to prevent it from 
becoming of a third person.” Artinya, memelihara suatu barang atau benda 
dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang 
ditahan itu haruslah benda yang tetap dzatnya yang dilepaskan oleh yang punya 
dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik 
hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh 
ajaran Islam.
10
 
Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa wakaf ialah mengambil 
hasil dari barang yag telah diwakafkan tetapi tidak mengubah bentuk benda 
maupun dzatnya.  
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Mashab hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda 
yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan 
manfaatnya untuk kebajikan. 
Pengertian menahan (sesuatu) di hubungkan dengan harta kekayaan. 
Wakaf dari segi istilah Hukum Islam adalah menahan harta yang mungkin dapat 
diambil orang manfaatnya, serta kekekalanya, dan menyerahkannya ketempat-
tempat yang telah ditentukan oleh Syara serta diperuntukan bagi kepentingan 
umum sebagai derma atau kepentingan yang berhubungan dengan Agama.
11
 
Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa wakaf berarti menahan harta 
yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan 
yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.
12
 Hal inilah 
yang menambah kesan yang baik buat sebagian muslim bahwa wakaf bisa diambil 
manfaatnya sampai mati dan pahalanya teres mengalir untuk pewakif. 
Menurut Imam Abu Hanifah (Imam Hanifah) pengertian wakaf adalah 
penahanan pokok sesuatu harta dalam dalam tangan pemilikan wakaf dan 
13
penggunaan hasil barang itu yang disebutkan ariyah atau  commodate loan untuk 
tujuan-tujuan amal shaleh. Sedangkan para pengikut Abu Hanifah yang antara lain 
Abu Yusuf dan Imam Muhammad mendefinisikan wakaf sebagai penahanan 
pokok suatu benda dibawah hukum benda tuhan yang maha kuasa, sehingga hak 
kepemilikan dari wakif  beralih dan berpindah kepada tuhan yang maha kuasa 
untuk tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat mahluknya.
14
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14
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12 
 
Wakaf merupakan salah satu bentuk amal Ibadah yang sangat dianjurkan 
untuk dilakukan oleh kaum muslimin dan musliman. Hal ini didasarkan dari 
banyaknya pahala yang didapat. Karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala 
bagi para muwakif (orang yang berwakaf ) walaupun yang bersangkutan sudah 
meninggal dunia, hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan kaum muslimin 
yaitu: riwayat Bukhairiy, Rasullulah SAW bersabda” apabila seseorang 
meninggal dunia maka terputuslah segala amal perbuatannya. Kecuali tiga (3)hal 
yaitu: Sedekah jariyah(wakaf),  ilmu yang dimanfaatkan dan anak shaleh yang 
mendoakannya” 
Dan dari penuturan Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda 
sebagai berikut: 
     ِلاَص ٍدَلَوَو ِِهب ُعَف َ تْن ُي ٍمْلِع َو ٍَةِيراَج ٍةَقَدَص : ٍَةثَلََث ْنِم َّلِْإ ُُهلَمَع َعَطَق ْنا ُناَسْن ِْلْا َتاَم اَذإ ُُ دَي ٍح
 ُهَل  
 
Terjemahnya: 
 ”Apabila manusia telah mati maka terputuslah semua amalnya 
 kecuali (salah satu) dari tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, 
 ilmu yang dimanfaatkan dan anak shaleh yang mendoakan.” 
 
Sedekah jariyah (wakaf), ialah Sedekah harta yang tahan lama atau yang 
lama dapat diambil manfaatnya. Untuk tujuan kebaikan  yang diridhai Allah 
SWT, Seperti menyedehkakan tanah, Mendirikan masjid, Rumah sekolah, 
Membuat saluran  irigasi, Membuat jembatan, Mendirikan rumah sakit, Rumah 
anak yatim piatu dan berbagai hal lainnya. Para Ulama berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan sedekah jariyah adalah amalan wakaf.
15
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Ilmu yang bermanfaatkan, yaitu ilmu yang dimanfaat bagi semua umat 
manusia diberbagai aspek kehidupan. Seperti ilmu kedokteran, Ilmu teknik, Ilmu 
social,Ilmu ekonomi, Ilmu Agama dan lain sebagainya. 
Anak shaleh yang mendoakannya,  Adalah sebagai hasil didikan yang baik 
dari kedua orang tuannya, Sehingga  anak itu menjadi seorang mukmin yang 
sejati.
16
 Penuturan diatas menjelaskan secara jelas bahwa amal tersebut 
merupakan amal yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam. 
Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan secara khusus mengenai 
wakaf. Wakaf termaksud infaq fisabillilah maka dasar yang digunakan oleh para 
Ulama dalam menerangkan konsep wakaf  berdasarkan keumuman ayat-ayat Al- 
Quran yang menjelaskan tentang keumuman infaq fisabillilah diantara ayat-ayat 
tersebut antara lain firman Allah dalam Q.S. Al-Hadid berikut ini 
 
 ِب اْو ُنِما َل اْوُقِفَْناَو ْمُكْنِم اْو ُنَمَا َنْيِذَّلاَف ِهْيِف َنْيِفَلْخَتْسُّم ْمُكَلَعَج اَّمِم اْوُقِْفَناَو ِهِلْوُسَرَو ِهَّللا   ٌ ْجَا ْمُهُ
(  ٌ ْ يِبَك٧) 
  terjemahan: 
“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah 
menjadikan kamu telah menguasainya Maka orang-orang 
yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) 
dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.(Q.S Al-
Hadid ayat: 7 ) 
 
 Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa wakaf merupakan sedekah 
jariyah yang akan mengalir terus pahalanya meskipun pewakifnya telah 
meninggal dulu. Pengertian wakaf juga dijelaskan  secara khusus dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti: 
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a. Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Dalam ketentuan Umum 
Wakaf diberi pengertian sebegai berikut : “Adalah perbutan hukum seseorang 
atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang 
berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk 
kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 
Islam” 17 
b. Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Dalam ketentuan umum wakaf diberi 
pengertian sebagai berikut: “adalah perbuatan hukum wakif untuk 
memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum 
menurut syari‟ah.  
c. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2006 Dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 
2006 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 wakaf diberi pengertian 
sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang 
atau sekelompok orang ( Wakif ) untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan 
sebagaian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk 
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah 
dan/atau kesejahteraan umum menurut syari‟ah. 
d. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagaimana termuat dalam BUKU 
II KHI, wakaf diberi pengertian sebagai berikut: “Adalah perbuatan hukum 
seseorang atau kelompok orang atau Badan Hukum yang memisahkan 
sebagaian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya 
guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 
Islam. 
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Jadi yang dimaksud wakaf adalah memberikan harta kita dengan tujuan 
untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam pandangan umum harta tersebut adalah 
milik Allah dan oleh sebab itu, persembahan itu adalah abadi dan tidak dapat 
dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan dikakukan (immobilized) dan tidaklah 
dapat dilakukan lagi pemindahan-pemindahan.
18
 
Menurut Syafii, Malik dan Ahmad, Wakaf itu adalah sesuatu ibadah yang 
sangat di syariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum 
ayat Al-Quran maupun Hadist yang secara khusus menceritakan kasus-kasus 
wakaf dizaman Rasullulah.
19
 Diantara dalil-dalil yang dijadikan sandaran/dasar 
hukum wakaf dalam Al-Qur‟an dan Hadist adalah sebagai berikut: 
 
1. Allah  berfirman dalam QS Al-Hajj/22: 77. 
 اْوُدُبْعاَو اْوُدُجْساَو اْوُعَْكرا اْو ُنَمَا َنْيِذَّلا اَهُُّ َيَاي( َنْوُحِلْف ُت ْمُكَّلَعَل ٌَ ْ يَخلا اْوُلَع ْ فاَو ْمُكََّبر٧٧) 
Terjemahya: 
  “Wahai orang-orang yang beriman, Rukulah, Bersujudlah dan 
 sembalah tuhanmu; Dan berbuatlah kebajikan, Agar kamu 
 beruntung”. 
 
Ayat diatas memerintahkan secara umum  agar  kaum muslimin  dapat  
menjalin hubungan dengan tuhan. Melalui kegiatan-kegiatan ritual peribadatan  
yang mana tata cara  itu telah diatur dalam ayat diatas dengan Rukuklah, Sujudlah 
dan Sembahh Allah. Selain itu kita juga harus menjalin hubungan sosial yang baik 
dengan sesama manusia.       
                                                                                                                                                                                                                                     
2. Allah  berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 177. 
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 ِمْوَ يلاَو ِهَّللِاب َنَمَا ْنِم ٌَّ ِبلا َّنِكَلَو ِبٌِ ْغَملاَو ِقٌِ ْشَملا َلَبِق ْمُكُهْوُجُو اْوُّلَو ُت ْنَا ٌَّ ِبلا َسْيَل  ٌِ ْيِخَلْا
 ِكلاَو ِةَكِئَلَملاَو ِلْيِبَّسلا َنْباَو َنْيِكَسَملاَو ىَمَتَيلاَو ىَبٌْ ُقلا ىِوَذ ِهِّبُح ىَلَع َلاَملا ىََتاَو َنِّيِبَّنلاَو ِبَت
 َّصلاَو اْوُدَهاَع اَذِا ْمِهِدْهَُعِب َنْو ُفْوُمْلاَو َةوَكَّزلا ىََتاَو َةوَلَّصلا َماَقَاَو ِباَقٌِّ لا ىِفَو َنْيِلِعآَّسلاو َنِْيٌ ْيِب
ا ىِف( َنْوُقَّ تُملا ُمُه َكئَلُْواَو اْو ُقّدّص َنْيِذَّلا َكِئَلُْوا ِسْآَبلا َنْيِحَو ِءآٌَّ َّضلاَو ِءآَسأَبْل٧٧٧) 
Terjemahya: 
  “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur 
dan kebarat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang 
beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, 
dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada 
 kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam 
perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan 
hambah sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan 
 zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan 
orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa 
peperangan. Mereka itulah  orang-orang yang benar ,dan mereka 
itulah orang-orang yang bertakwa.”      
                                                                                                                           
3. Allah  berfirman dalam QS An-Nisa/4: 36 
ىِذِبَّوًاناَسْحِا ِنْيَدِلاَولِابَّواًئْيَش ِهِب اْوُِكٌ ْشُت َلَْو َهَّللااوُدُبْعاَو  ىِذ ِراَجلاَو ِنْيِكَسَمْلاَو ىَمَتَيلاَو ىَبٌْ ُقلا
 ُّبِحُي َلْ َهَّللا َّنِا ْمُُكناَمَْيا ْتكَلَماَمَو ِلْيِبَّسلا ِنْباَو ِبْنَجلِاب  ِبِحاَّصلاَو ِبُنُجلا ِراَجلاَو ىَبٌْ ُقلا 
( ًارْوُخَف ًلْاَتْخُم ُناَك ْنَم٦٣) 
Terjemahnya: 
“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya 
dengan dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada 
kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh,setaman sejawat, ibnu 
sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki.sungguh Allah tidak 
menyukai orang yang sombong dan membangakan diri”. 
 
 
 
 
4. Allah  berfirman dalam QS An-Nahl/16: 97 
 ُهٌَ ْجَا ْمُهَُّ ن َِيزْجَنَلَو ًةَبَِّيط ًةوَيَح ُهَّنَ يِيْحُنَل َف  نِمْؤُم َوُهَو ىَث ُْنا ْوٍَاٌ ََكذ ْنِّم اًحِلاَص َلِمَع ْنَم ِنَسْحَِاب ْم اَم
( َنْوُلَمْع َي اْو ُناكاَم٧٧ ) 
Terjemahnya: 
”Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya 
akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 
17 
 
sesungguhnya akan Kami berikan kepada mereka dengan pahala 
yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. 
 
5. Allah  berfirman dalam QS Al-Imran /3: 92.  
(  مْيْلَع ِهِب َهَّللا َّنَِاف ٍءْيَش ْنِم اْوُقِفْن ُت اَمَو َنْوُّ بِحُت اَّمِم اْوُقِفْن ُت ىَّتَح ٌَّ ِبلا اوُلاَن َت ْنَل٧٩) 
 
Terjemahnya: 
”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan, Sebelum kamu 
menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang 
kamu nafkahkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha 
Mengetahui.” 
 Ayat ini bermakna bahwa salah satu kebajikan yang paling utama adalah 
mewakafkan harta yang paling baik dan paling berharga. Umar merasa memiliki 
peluang  merealisasikan ayat tersebut karena dia mempunyai sebidang tanah yang 
sangat berharga di khaibar. Oleh karena itu, umar menemui Rasullulah untuk 
memintah pendapat beliau mengenai keutamaan menyedehkakan tanah miliknya 
itu, karena umar percaya ketepatan nasehat Rasullulah SAW.
20
 
Atas permintaan itu Rasullulah memberikan petunjuk mengenai cara 
bersedekah yang paling baik dan kekal, yaitu dengan cara menahan tanahnya dan 
mewakafkan hasilnya, sehingga tanah itu tidak boleh dijual, dihadiakan, 
diwariskan atau lainya dan berbagai macam penanganan, yang dapat berakibat 
pemindahan  Hak Milik atau menjadi  sebab pengalihan dari tujuan utama.
21
 
Ayat ini menganjurkan infak sacara umum, namun para ulama Ahli Fikih 
dari berbagai mazhab menjadikannya sebagai landasan Hukum Wakaf. Setelah 
ayat ini turun banyak sahabat nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf.
22
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6). Hadis yang diriwayatkan oleh lima ahli hadis dari Ibnu Umar yang 
menceritakan bahwa umar yang  menceritakan  bahwa Umar ra memperoleh 
sebidang tanah di Khaibar, Beliau menghadap Nabi dan bertanya. Nabi menjawab 
pertanyaan tersebut melalui sabdanya: 
 ُللا ىَّلص ىبَّنلا ىَتْأَف ٌَ َ بْيَخِب اًضْرأ َباَصأ ٍباَّطَخلا َنْب ٌُ َمُع ْنَأ َلاقَف اَهُ ْ يِف ُفٌُ ِمْأَتْسَي ملسو هيلع 
  َلَاق ِِهب ٌُ ُمَأت اَمَف ُهنم ىِدْنِع  َسَف ْنأ ُّطَق ًلْاَم ْبِصأ ْمَل ٌَ َ بْيِخِب اًضؤأ ُتْبَصأ ىِّنِإ ِللا َلْوُسَر َاي
 ًي َلْ ُهَّنأ ٌُ َمُع اهُِب َقَّدَصَت َف لاق  اَهُِب َتْقَّدَصَت و اَهَُلْصأ َتْسَبَح َتئِش ْنإ لْو ُبَهْو ًي لْو ُُ اَب
 ِفْيَّضلاو ِلْيِبَّسلا ِنباو ِللا ِلْيِبَس يفو ِباَقٌَّ لا يفو ىٍِبٌ ُقلا يفو ِءاٌَ َفُفلا يف اَهُب َقَّدَصَتو ُثَرُوي
 ِلِّوَمَتُم ٌَ ْ يَغ ُمِعُْطي َو ِفْوٌُ ْعَملْب اهُْنِم ُلُكَْأي ْنأ اَهُ َ يِلَو ْنَم ىلع َحاَنُج لْ 
Terjemahanya: 
“sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di 
 Khaibar, Umar bertnya kepada Rasullulah saw; “apakah perintah-
 Mu kepada-Ku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat 
 ini?” jawab Beliau” jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau 
 sedekahkan manfaatnya.”maka dengan petunjuk beliau itu lalu 
 Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual 
 tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan) dan tidak boleh 
 dihibahkan.”(HR. Bukhori Muslim)23 
 
 Kata Ibnu Umar. ”Lalu Umar menyedekahkannya, Tidak dijual 
„Pokoknya‟, Tidak diwariskan dan tidak pula diberikan kepada orang lain”,  Dan 
seterusnya.
24
 
Menurut H. Sulaiman Rasyid, peristiwa yang tertuang dalam Hadist 
tersebut, merupakan permulaan Wakaf dalam masyarakat Islam dan menurut 
Imam Syafi‟I; setelah itu 80 (delapan puluh ) orang sahabat di Madinah terus 
mengorbankan harta mereka dijadikan wakaf.
25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Bahwa cakupan wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1977 lebih sempit dibanding dengan cakupan yang diatur dalam UU 
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 Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, h.  25 
25 H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2010), h. 340 
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Nomor 3 tahun 2006 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Menurut Peraturan 
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 benda yang diwakafkan hanya sebatas tanah 
milik, sedangkan menurut aturan selainnya benda yang diwakafkan tidak hanya 
sebatas tanah milik tetapi juga harta benda lainnya. 
Pada saat ini sudah ada beberapa lembaga yang meresponnya dengan 
bijak, Yakni dengan mengembangkan dan mengelola wakaf uang, Seperti 
Baitulmaal Mu'amalat dengan Wakaf Tunai Mu'amalatnya. Bahkan belum lama 
ini Baitulmaal Mu'amalat bekerjasama dengan Bringin Life Syari'ah meluncurkan 
Tabungan Wakaf Duniawi Ukhrawi yang disingkat Tawadlu.  
Meskipun demikian masih cukup banyak masyarakat yang belum paham 
substansi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 
Wakaf. Menjelaskan pentingnya pengembangan wakaf uang, Dan harta lain 
berupa tanah, banyak yang belum tahu bahwa di Indonesia wakaf uang sudah 
diatur dalam Undang-Undang. 
Misalnya, Tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
yang mesti dilakukan secara produktif.  Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) 
disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan 
secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, Investasi, Penanaman 
modal, Produksi, Kemitraan, Perdagangan, Agrobisnis, Pertambangan, 
Perindustrian, Pengembangan Teknologi, Pembangunan Gedung, Apartemen, 
Rumah Susun, Pasar Swalayan, Pertokoan,  perkantoran, Sarara Pendidikan,  
Ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan 
syari'ah. 
Melihat benda-benda wakaf yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 
tahun 2004 dan pengelolaannya harus dilakukan secara produktif, jelas menjadi 
tantangan bagi ummat Islam. 
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D. Macam-Macam Wakaf 
 Wakaf sebagai suatu lembaga dalam Hukum Islam tidak hanya mengenal 
1 (satu) macam wakaf saja,ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam 
yang pembedannya didasarkan atas beberapa kriteria. Asaf. A. A. Fyzee mengutip 
pendapat Ameer Ali membagi wakaf dalam tiga golongan yaitu sebagai berikut:
26
 
a) Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda 
b) Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin 
c) Untuk keperluan yang miskin semata-mata 
Pendapat  lain dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut:
27
  
1. Wakaf ahli 
Wakaf ahli atau wakaf keluarga yang diperuntukkan khusus  kepada 
orang-orang tertentu, Seseorang atau Lebih, Keluarga waqif atau bukan. Karena 
wakaf  ini adalah wakaf  yang diperuntukkan bagi orang-orang  khusus  atau 
orang-orang tertentu,  Maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus. 
Wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum 
muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ialah orang-orang yang 
tersebut dalam shighat wakaf. Persoalan yang biasa timbul kemudiaan hari pada 
wakaf ahli ini,ialah bila orang yang tersebut dalam shighat wakaf itu telah 
meninggal dunia. Atau ia tidak berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunannya 
berhak mengambil manfaat wakaf itu,  Atau orang tersebut tidak mengelola atau 
mengambil manfaat harta wakaf itu. 
Jika terjadi keadaan yang demikian maka biasanya harta wakaf itu 
dikembalikan kepada tujuan wakaf pada umumnya,  yaitu dimanfaatkan  untuk  
menegakkan agama allah atau kepentingan umum/ kepentingan sosial. Contohnya 
                                                             
26 Asaf . A. A. Fyzee, Pokok- Pokok Hukum Islam II, (Jakarta: Tinta Mas, 1996), h. 88 
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ialah Pak Dimas mewakafkan sebidang tanahnya kepada Pak Jonii. Pada 
kehidupan selanjutnya keluarga Pak Joni tidak memiliki keturunan atau punah.  
Dan Tidak seorang pun yang mengurus tanah itu. Maka sebidang tanah wakaf 
tersebut dikembalikan kepada Allah dan digunakan untuk kepentingan yang 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. 
Hal ini difahamkan dalam Hadits Ibnu Umar bahwa bila harta telah 
diwakafkan berarti itu telah diserahkan kepada Allah  SWT. Sedang manfaat harta 
wakaf itu boleh digunakan  untuk  karib kerabat , Untuk jalan Allah , untuk fakir 
miskin  dan lain sebagainnya. Jika karib kerabat telah tiada maka harta wakaf 
tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan- ketentua Allah. 
2. Wakaf khairi 
Wakaf khairi adalah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan 
untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Seperti 
mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, Mewakafkan sebidang kebun yang 
hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian  dan lain-lain. 
Dasar hukum wakaf khairi ini ialah hadits yang menerangkan wakaf Umar  
bin Khattab.  Dalam hadits  tersebut “pada jalan Allah “, Memerdekakan budak, 
Untuk fakir miskin  dan untuk orang terlantar.  Hal ini semua berkaitan dengan 
kepentingan umum. 
Wakaf khairi sangat diajurkan untuk kaum muslimin lakukan,  Karena hal 
ini dapat dijadikan modal untuk menegakkan agama Allah.  Membangunan 
sebuah sarana Keagamaan,  bangunan sekolah menolong fakir miskin, Anak 
Yatim, Orang terlantar  dan lain sebagainnya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang 
pahalanya mengalir terus menerus yang diperoleh oleh wakif (orang yang 
berwakaf) sekalipun ia telah meninggal dunia. 
28
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Wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat 
merupakan salah satu sarana untuk menyelengarakan kesejahteraan masyarakat, 
baik dalam social ekonomi,pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan. Selain 
kedua macam bentuk wakaf tersebut, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi, maka 
apabila ditinjaudari segi pelaksanaannya di dalam Hukum Islam dikenal juga 
adanya wakaf  syuyu„ dan wakaf  mu’allaq’. Wakaf syuyu‟ adalah wakaf yang 
pelaksanaanya di lakukan secara gotong royong, dalam arti beberapa orang 
berkelompok (bergabung) menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta 
benda) secara patungan dan berserikat.
29
 
Sedangkan wakaf mu‟allaq adalah suatu wakaf yang dalam 
pelaksanaannya digantungkan, atau oleh si wakif dalam ikrarnya menangguhkan 
pelaksanaannya sampai dengan ia meninggal dunia. Dalam arti, bahwa wakaf itu 
baru berlaku setelah ia sendiri meninggal dunia. 
Wakaf khairi sangat diajurkan untuk kaum muslimmi lakukan,  Karena hal 
ini dapat dijadikan modal untuk menegakkan agama Allah.  Membangunan 
sebuah sarana Keagamaan,  bangunan sekolah menolong fakir miskin, Anak 
Yatim, Orang terlantar  dan lain sebagainnya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang 
pahalanya mengalir terus menerus yang diperoleh oleh wakif (orang yang 
berwakaf) sekalipun ia telah meninggal dunia. 
30
 
 
a. Unsur- Unsur ( rukun) dan Syarat-Syarat hukum wakaf  
Menurut ulama hanafiyah rukun wakaf adalah shighat, yaitu lafaz yang 
menunjukkan makna wakaf, maka dari itu rukun wakaf menurut mereka adalah 
ijab. Yaitu pernyataan yang bersumber dari wakif ( orang yang mewakafkan) yang 
menunjukkan  kehendak wakaf, qabul dari penerima wakaf tidak termaksud rukun 
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wakaf menurut  ulama hanafiya.
31
 Sementara rukun wakaf menurut jumhur ulama 
ada 4 yaitu: 
1. Wakif ( orang yang berwakaf) 
a. Berakal 
Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab dia 
tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan 
lainya 
b. Balig 
Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), 
hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan 
tidak cakap pula menggugurkan hak miliknya. 
c. Cerdas 
Cerdas disini dimaksud bisa membedakan mana yang baik dan mana 
yang buruk 
d. Kemauan sendiri ( merdeka) 
Merdeka maksudnya disini ialah ia bukan budak atau hamba sahaya 
karena apabila ia budak maka wakafnya tidak sah. karena wakaf adalah 
mengguguran hak milik kebendaanya dengan cara memberikan hak milik itu 
kepada orang laindalam hal ini nadzir, sedangkan hamba sahaya tidak 
mempunyai hak milik, karena  apa yang ia miliki bukanlanya melainkan  
kepunyaan tuannya. Namun demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa para 
fuqaha sepakat, budak itu bisa mewakafkan hartanya bila ada izin dari 
tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.   
e. Waqif adalah merdeka dan pemilik harta wakaf 
2. Mauquf ( benda yang diwakafkan ) 
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Maka Benda yang diwakafkan memiliki persyaratan sebagai beriku: 
a. Benda yang diwakafkan adalah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan  
mal mataqawwim , benda tidak bergerak. 
b. Benda yang diwakafkan diketahui dengan jelas keberadannya, batasan, dan 
tempatnya, seperti mewakafkan 100 meter tanah yang berbatasan dengan 
tanah tuan A. 
c. Benda wakaf merupakan milik sempurna wakif. 
d. Harta wakaf itu harta yang dapat diserahterimakan. 
e. Benda yang diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak. 
3. Mauquf „alaih(sasaran atau tujuan wakaf) 
4. Sighat waqf(ikrar wakaf) 
Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang 
yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang 
diinginkannya. Oleh karena wakaf merupakan salah satu bentuk tasharruf 
atau tabarru. Maka sudah dianggap selesai dengan adanya ijab saja 
meskipun tidak diikuti dengan qabul dari penerima wakaf. 
Sedangkan Menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 
Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi Syarat – syarat wakaf sebagai 
berikut : 
a. Syarat Wakaf harus ada Wakif 
Dalam syarat wakaf harus ada wakif. Wakif adalah orang yang 
mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, 
organisasi dan badan hukum.  Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat 
dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda 
wakaf. 
25 
 
Dalam syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf 
apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf 
milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. 
Dalam syarat wakaf, wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf 
apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf 
milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang 
bersangkutan. 
b. Syarat Wakaf harus ada Nadzir 
Dalam syarat wakaf harus ada nadzir. Nadzir adalah orang yang diserahi 
tugas pemiliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, 
organisasi dan badan hukum.  
Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi nadzir sepanjang cakap 
melakukan tindakan hukum, akan tetapi , mengingat tugas nadzir  menyangkut 
amanah harta benda milik umat, maka nadzir  harus diemban oleh orang yang 
cakap dan amanah.paraa Imam Mazhab sepakat bahwa Nadzir harus memenuhi 
syarat-syarat dan mampu.
32
 
Dalam syarat wakaf, perseorangan dapat menjadi nadzir apabila 
memenuhi persyaratan : 
1. Warga Negara Indonesia 
2. Beragama Islam 
3. Dewasa 
4. Amanah 
5. Mampu secara jasmaniah dan rohani 
6. Tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum. 
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Dalam syarat wakaf, Organisasi dapat menjadi nadzir apabila memenuhi 
persyaratan : 
a. Pengurus organisasi yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan nadzir 
perseorangan 
b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan 
keagamaan 
Dalam syarat wakaf, Badan hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila 
memenuhi persyaratan : 
1. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan  peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di dalam bidang sosial, 
pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
33
 
Kompilasi Hukum Islam pada pasal 216 dan Peraturan Pemerintah No. 28 
Tahun 1977 Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan 
manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Karena itu dengan wakaf ini 
maka manfaat dari pada barang atau tanah yang bersangkutan dapat dilakukan, 
apakah untuk keperluan peribadatan maupun untuk keperluan umum lainnya 
sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam ( syariat islam). Tujuan tersebut 
antarta lain: 
a. Untuk kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, rumah sakit dan amal 
sosial lainnya. 
b. Dapat pula ditentukan tujuannya yaitu untuk menolong fakir miskin orang 
orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan. 
c. Dapat juga disebutkan tujuan wakaf itu, untuk kemaslahatan masyarakat. 
d. Tujuan wakaf itu lebih boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.34 
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Menurut Pasal 219, tata cara wakaf yaitu Nadzir harus didaftar pada kantor 
Urusan Agama Kecamatan setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis 
Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Nadzir sebelum 
melaksanakan tugasnya, diharuskan mengucapkan sumpah dihadapan kepada 
kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi 
dengan isi sumpah wakaf sebagai berikut : “Demi Allah, Saya bersumpah 
diangkat untuk menjadi nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau 
dalil apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu 
kepada siapa pun juga. Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung dari siapapun 
juga suatu pemberian atau janji. Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa 
menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku 
nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai maksud dan tujuannya.” 
c. Syarat Wakaf harus ada Harta Benda Wakaf 
Syarat wakaf harus ada harta benda yang diwakafkan. Harta benda wakaf 
adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan 
yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda 
wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta 
benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. 
Benda yang akan diwakafkan harus kekal dzatnya, berarti ketika timbul 
manfaatnya dzat barang tidak rusak. Harta wakaf hendaknya disebutkan dengan 
terang dan jelas kepada siapa dan untuk apa diwakafkan.  
d. Syarat Wakaf harus ada Ikrar Wakaf 
Syarat wakaf harus ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan 
kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf 
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dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, ikrar tersebut dinyatakan 
secara lisan dan atau tulisan serta diuangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. 
Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat 
hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh 
hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 
dua orang saksi. 
e.  Syarat Wakaf harus ada Peruntukan Harta Benda Wakaf 
Syarat wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf. Dalam rangka 
mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat 
diperuntukan bagi : 
1. Sarana ibadah 
2. Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan 
3. Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa 
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umatKemajuan dan juga 
kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan 
peraturan perundang-undangan. 
f. Syarat Wakaf harus ada Jangka Waktu Wakaf 
Syarat wakaf harus ada jangka waktu wakaf. Pada umumnya para ulama 
berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan 
golongan syi‟ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. 
Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu 
zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus.
35
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E.  Sebab-sebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf 
Wakaf dalam perspektif fikih, didefinisikan sebagai perbuatan hukum 
menahan benda, yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya 
untuk digunakan di jalan kebaikan. Hak milik berupa materi, yang telah 
diwakafkan dianggap sebagai milik Allah, yang harus dimanfaatkan untuk 
kepentingan masyarakat, sesuai dengan tujuan wakaf. Sementara itu, menurut Abu 
Yusuf sebagaimana yang dikutip oleh Imbang J. Mangkuto, “wakaf adalah 
melepaskan kepemilikan individu atas suatu harta (properti), menyerahkannya 
secara permanen kepada Allah SWT, dan mendedikasikan manfaatnya untuk 
orang lain.”36 
Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat. Dengan demikian, 
manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Karena itu, pada tataran idealnya, 
maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif, guna menjaga keeksisannya. 
Dengan demikian, maka keberadaan lembaga yang mengurusi harta wakaf, mutlak 
diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam. 
Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurusi wakaf, sekalipun mayoritas 
penduduknya beragama Islam, dan menempati ranking pertama dari populasi 
umat Islam dunia. Implikasi dari kelambanan ini, menyebabkan banyaknya harta-
harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan.  
Kompilasi Hukum Islam, memberikan definisi wakaf melalui Pasal 215, 
yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau 
kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda 
miliknya, dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadah 
atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
37
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Secara umum, ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa 
tanah, antara lain : 
1. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang 
hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum 
ada haknya. 
2. Bantahan terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang 
digunakan sebagai dasar pemberian hak. 
3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan 
peraturan yang kurang atau tidak benar. 
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial.38 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka konflik pertanahan sesungguhnya 
bukanlah hal baru. Namun, dimensi konflik makin terasa meluas di masa kini, bila 
dibandingkan pada masa kolonial. Beberapa penyebab terjadinya konflik 
pertanahan adalah : 
a. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata 
b. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian 
c. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah 
d. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak 
ulayat) 
e.  Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam 
pembebasan tanah. 
Mengenai konflik pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras 
dari persaingan. Secara makro, sumber konflik bersifat struktural misalnya 
beragam kesenjangan. Secara mikro, sumber konflik/sengketa dapat timbul 
karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai 
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informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau 
perbedaan/benturan kepentingan ekonomi, yang terlihat pada kesenjangan 
struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Masalah tanah, dilihat dari segi yuridis 
merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum 
tentang tanah, adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang 
berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap 
status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh 
penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 
Selanjutnya, dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 
2004, tentang Wakaf, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif, 
untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk 
dimanfaatkan selamanya, atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan 
kepentingannya, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut 
syariah.  
Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat ditarik cakupan wakaf, 
yaitu: 
1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang. 
2. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya. 
3. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, 
diwariskan, atau diperjualbelikan. 
4. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai 
dengan ajaran agama Islam. 
Dalam Fiqih Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda, 
walaupun berbagai riwayat/hadist, yang menceritakan masalah wakaf ini adalah 
mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf bukan tanah-pun 
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boleh saja, asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil 
manfaatnya. 
Hal tersebut di atas, juga diatur dalam Undang-undang, Nomor 41 Tahun 
2004, di mana dicantumkan dalam Pasal 16, yang menyebutkan bahwa harta 
benda wakaf terdiri dari benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Dengan 
demikian Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tidak membatasi bahwa wakaf 
hanya diperuntukkan untuk tanah saja, tetapi juga benda bergerak. Namun dalam 
praktik yang terjadi di Indonesia, pada umumnya kalau berbicara tentang wakaf, 
maka akan dikaitkan dengan tanah. 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, mengatur wakaf secara umum, 
artinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tidak mengatur secara khusus 
mengenai wakaf tanah hak milik, sehingga pelaksanaan wakaf tanah hak milik 
yang banyak terjadi di Indonesia, tetap didasarkan pada Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
39
 
Di sinilah letak kekurangan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 
walaupun tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk 
memberikan pengaturan tentang pelaksanaan wakaf. Namun, Undang-undang 
Nomor 41 Tahun 2004 sendiri, tidak mengatur secara khusus tentang wakaf tanah 
hak milik yang lebih banyak terjadi di Indonesia, dibandingkan wakaf benda 
bergerak. 
Adanya perkembangan lembaga perwakafan tanah milik, yang 
berkembang di Indonesia, mengilhami pembuat/perancang UUPA di mana salah 
satu pasal dalam UUPA, yang mengatur khusus mengenai Perwakafan Tanah 
Milik ini, yaitu Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut: 
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a. Hak milik tanah benda-benda keagamaan dan sosial, sepanjang dipergunakan 
untuk usaha dalam bidang keagamaan, dan sosial diakui dan dilindungi. 
b. Badan-badan tersebut dijamin pula, akan memperoleh tanah yang cukup 
untuk bangunan dan usahanya, dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk 
keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sebagai dimaksud dalam 
Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan 
hak pakai. 
c. Perwakafan tanah milik dilindungi, dan diatur dengan Peraturan  Pemerintah.  
Mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 49 UUPA di atas. 
Maka, ini merupakan pengakuan secara yuridis formal keberadaan perwakafan 
tanah milik oleh negara sehingga telah disejajarkan dengan hak-hak yang terdapat 
dalam UUPA lainnya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan dan Hak Pakai. Namun demikian, perintah ayat (3) Pasal 49 tersebut 
terjawab setelah berlakunya UUPA kurang lebih 17 tahun, ketika setelah pada 
tahun 1977 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
tentang Perwakafan Tanah Milik. 
Kegunaan tanah wakaf adalah sebagaimana fungsi wakaf pada umumnya, 
yaitu untuk kemaslahatan umat, namun secara khusus Undang- Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa peruntukan tanah wakaf adalah 
tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat. 
Ikrar wakaf merupakan pengucapan sah yang diucapkan secara ikhlas 
untuk menyerahkan hartanya yang akan dipergunakan di jalan Allah. Oleh karena 
itu, pihak yang akan memanfaatkan tanahnya harus melengkapi dengan surat-surat 
yang berkaitan dengan tanah tersebut.  
Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1977, yaitu sebagai berikut: 
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”Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1), pihak yang 
mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada 
pejabat tersebut surat-surat berikut: (a) sertifikat hak milik atau bukti 
pemilikan tanah lainnya, (b) surat keterangan dari kepala desa yang 
diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran 
kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu perkara, (c) surat 
keterangan pendaftaran tanah, (d) izin dari bupati/walikotamadya kepala 
daerah c.q. Kepala Subdirektorat Agararia setempat”. 
Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1977 berikut penjelasannya di atas, tersirat bahwa Akta Ikrar 
Wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian 
sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari, tentang tanah yang diwakafkan. 
Dengan perkataan lain, Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti atas pelaksanaan 
wakaf sekaligus menerangkan status tanah wakafnya. 
Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam 
praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan 
pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih 
banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. 
Kondisi ini, pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki 
dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai 
kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya 
dalam hal pembuktian. 
Hal lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di 
Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah 
wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya 
menyimpang dari akad wakaf. 
Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang 
diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. 
Kondisi ini pada dasarnya bukanlah masalah yang serius, karena apabila mengacu 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan, wakaf dapat dilakukan untuk 
35 
 
waktu tertentu, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah terlampaui, wakaf 
dikembalikan lagi kepada ahli waris wakif. Namun khusus untuk wakaf tanah, 
ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas 
tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang diwakafkan tersebut tidak dapat 
diminta kembali. 
Selanjutnya, mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh Nadzir secara turun 
temurun dan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf, hal ini 
dikarekan kurangnya pengawasan dari instansi yang terkait. Ahli waris atau 
keturunan Nadzir beranggapan bahwa tanah tersebut milik Nadzir sehingga 
penggunaannya bebas sesuai kepentingan mereka sendiri. Hal ini akibat 
ketidaktahuan ahli waris Nadzir. 
Mendasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
alasan atau penyebab terjadinya sengketa wakaf adalah belum tertampungnya 
pengaturan tentang tanah wakaf yang banyak terjadi di Indonesia pada Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004, masih banyaknya wakaf tanah yang tidak 
ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf, dimintanya kembali tanah 
wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh 
Nadzir. 
Hal ini ini yang menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pewakif jika 
ingin mewakafkan tanah mereka untuk kepentingan kerabat atau pun kepentingan 
umum. Agar dapat membuatkan akta ikrar wakaf pada saat ingin mewakafkan 
tanahnya dan memperjelas tujuan dari wakaf itu dilakukan sehingga tidak terjadi 
kejadian/ peristiwa pengambilan harta wakaf oleh ahli waris atau pun penguasaan  
oleh nazhir karena kurang pengetahuan mengenai wakaf itu sendiri.  
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan lokasi penelitian  
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
normatif atau yuridis. yaitu dengan melakukan penelitian tentang bagaimana  
Tinjauan Hukum Islam terhadap  penarikan kembali tanah wakaf. 
2. Lokasi penelitian  
Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah dikabupaten 
pangkajene. Dengan mengkhususkan lokasi di KUA Bunggoro. Dengan alasan 
karena KUA adalah lembaga yang berwenang menangani proses pendaftaran 
sampai pelaksanaan  wakaf didaerah Kabupaten Pangkajene. 
B. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif 
bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada Norma Hukum yang 
terdapat dalam Peraturan Perundaang-Undangan dan norma-norma yang hidup 
dan berkembang  dalam masyarakat.
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C. Jenis  dan sumber data 
1. Data Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). 
Yang terdiri dari atas:  
a. Peraturan Perundang-undangan. 
b. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu Peraturan 
Perundang-undangan. 
c. Putusan Hakim. Data yang diperoleh  langsung dari sumber awalnya. Baik 
yang diperoleh melalui pencarian di berbagai website  untuk mendapat 
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pengertian, kasus, maupun hukum yang berlaku saat ini tentang perwakafan. 
Dan perubahan undang-undangnya.  Penelitian ini lebih mengkhususkan 
tentang hukum penarikan tanah wakaf untuk dijadikan sebagai harta warisan 
oleh ahli warisnya. 
2.  Data sekunder adalah data yang  berfungsi sebagai data pendukung dari 
data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen  resmi, buku-buku 
yang berhubungan dengan hukum wakaf, hasil penelitian dalam bentuk 
laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini ada beberapa metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu sebagai berikut: 
1. metode penelitian kepustakaan 
Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 
bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, suarat kabar, 
sosial media, dokumen resmi dan hasil penelitian. 
2. Metode penelitian lapangan  
Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh 
melalui informasi, contoh kasus, dan pendapat-pendapat dari responden yang 
ditentukan secara purposesive sampling /ditentukan oleh peneliti sesuai dengan 
kemauannya dan atau random sampling /ditentukan oleh penelitui secara acak.
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E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian yang menjadi instrumen atau alat yang digunakan dalam 
memperoleh data  ialah sebagai berikut dari peraturan perundang-undangan 
beserta norma yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat. 
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F. Metode Analisis Data 
Berdasrkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian 
bersifat deskriftif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan 
kualitatif  terhadap data primer dan data sekunder. Deskriftif  tersebut, meliputi isi 
dan struktur  hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis 
untuk menentukan isi atau makna  aturan hukum  yang dijadikan rujukan dalam 
menyelesaikan  permasalah  hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian 
ini. 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran umum pelaksanaan wakaf 
Amal wakaf termaksud salah satu amal yang paling disukai dikarenakan 
pahalanya  yang mengalir terus menerus tanpa henti walaupun si wakif telah 
meninggal dunia. Amal wakaf masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya  
Agama Islam.
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Fikih islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanan 
wakaf secara rinci. Tetapi Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 dan Peraturan 
Menteri Agama No. 1 tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap. 
Menurut pasal  9 ayat (1) PP No. 28 tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan  
tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf 
(PPAIW)  untuk melaksanakan ikrar wakaf. 
Yang dimaksud dengan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dalam 
halini adalah KUA kecamatan. Kepala Kanwil Depag kepala KUA terdekat 
sebagai  pejabat pembuat akta ikrar wakaf dikecamatan tersebut. Hal ini diatur 
dalam pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978. 
Sebelumnya, pasal 2 ayat( 1)dan (2) memberi petunjuk bahwa ikrar wakaf 
dilakukan secara tertulis. Dalam hal wakif tidak dapat menghadap PPAIW, maka 
wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang 
mewilayahi tanah wakaf. 
Kemudian pasal 9 ayat (5) PP No.28 tahun 1977 menentukan bahwa 
dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa 
serta  dan menyerahkan surat-surat berikut: 
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1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti  pemilikan tanah lainnya. 
2. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan 
setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak 
tersangkut sesuatu sengketa. 
3. Surat keterangan pendaftaran sengketa 
4. Izin dari Bupati/Walikota, kepala daerah, Kepaka Sub Direktorat Agraria 
setempat.
43
  
a) Pendaftaran tanah wakaf Wakaf 
Menurut pendapat Imam Syafi‟i, Malik dan Ahmad, wakaf  dianggap telah 
terlaksana  dengan adanya  lafadz dan sigat. Walaupun tidak ditetapkan oleh 
hakim. Milik semula  dari wakif  telah hilang  atau berpindah  dengan  terjadinya 
lafadz walaupun barang tersebut masih berada ditangan wakif. Berdasarkan uraian 
diatas bahwa islam tidak mengambarkan bagaimana secara rinci pendaftran tanah 
wakaf. 
Tetapi dalam hukum diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) PP No. 28 
tahun 1977 dan beberapa  pasal  Peraturan Menteri  Agama No. 1 tahun 1978.  
Setelah  selesai Akta Ikrar Wakaf, maka PPAIW atas nama  nadzir diharuskan  
mengajukan permohonan kepada  Bupati /walikotamadya kepada daerah cq . 
kepada sub Direktorat Agraria  setempat untuk mendaftar perwakafan tanah  milik 
tersebut  menurut ketentuan  PP No.  10 tahun 1961. Selanjutnya  kepala Sub 
Direktorat Agraria mencatatnya pada buku tanah dan sertifikatnya. Maka 
pencatatnya dilakukan setelah dibuatkan sertifikat. Setelah itu nadzir yang 
bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang diitunjuk oleh  Mentri 
Agama . 
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Pasal 12 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 tahun 1977  tengtang tata 
pendaftaran tanah mengenai perwakafan  tanah milik menyebutkan bahwa “ untuk  
keperluan pendaftaran  dan pencatatan  perwakafan tanah, tidak dikenakan  biaya 
pendaftaran, kecuali  biaya pengukuran dan materai”.   
B. Pelaksanaan Wakaf di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep 
Pelaksanan wakaf atau Prosedur pelaksanaan wakaf dikec. Bungoro Kab. 
Pangkep, yang natobenenya pelaksanaannya sudah sesuai dengan pelaksanaan 
wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang perwakafan di Indonesia. 
Sejak terbentuknya Kementrian Agama pada tanggal 3 januari 1946, 
urusan tanah wakaf menjadi urusan Kementrian Agama bagian D ( ibadah sosial), 
selanjutnya Kementerian Agama pada tanggal 8 oktober 1956 mengeluarkan Surat 
Edaran Nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah, peraturan ini 
mempertegas dan menindaklanjuti Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan pada 
masa kolenial Belanda yang  dirasakan belum memberi kepastian Hukum tentang  
tanah-tanah wakaf di Republik Indonesia. 
Lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria telah 
memperkokoh eksitensi wakaf di Indonesia. Dalam pasal 49 UU tersebut  
dijelaskan untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dapat diberi 
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan Hak Pakai, perwakafan tanah milik 
dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk memberi kejelasan 
hukum tentang wakaf dan sebagai realisasi dari Undang-Undang ini, pemerintah 
telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang 
perwakafan antara lain, pertama mendata seluruh tanah Wakaf Hak Milik 
diseluruh tanah air guna menentukan tolak ukur pengelolaan. Perberdayaan dan 
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pembinaanya, kedua memberi sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan 
memberi Advokasi terhadap Tanah Wakaf yang bermasalah. 
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik, berturut-turut diterbitkan beberapa Peraturan tentang 
Pelaksanan Peraturan Pemerintah tersebut, pertama Peraturan Pemerintah dalam 
Negeri  No. 6 tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah 
Milik, kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan 
Tanah Milik, ketiga Intruksi bersama antara menteri Agama dan Menteri dalam 
Negeri  No. 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah  No. 28 
tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, keempat Peraturan Direktort Jendral 
Bimas Islam Departemen Agama No. Kep/D/75/D/1978 tentang Formulir dan 
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Perwakafan Tanah Milik, kelima Keputusan 
Menteri Agama No.73 tahun 1978 tantang Pendelegasian Wewenang Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ setingkat diseluruh Indonesia untuk 
mengangkat atau memberhentikan setiap kepala KUA Kecamatan sebagai  
PPAIW ( pejabat pembuat akta ikrar wakaf). Keenam Intruksi Menteri Agama RI 
No. 3 tahun 1979 tangal 19 juli 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan 
Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978, ketujuh Surat Dirjen Bimas Islam dan 
Urusan Haji No. D.Ii,/5/07/1981 tangal 17 februari 1981 Kepada Gubernur KDH 
TK.I diseluruh Indonesia tentang Pendaftaran Tanah Wakaf Milik dan 
Permohonan Keringanan atau Pembebasan dari semua pembebasan Pendaftaran. 
Adapun prosedur pelaksanaan wakaf menurut KUA bungoro, berdasarkan 
wawancara dengan salah satu pegawai KUA yang menangani masalah wakaf ia 
menjelasakan bahwa pelaksanaan perwakafan di daerah bungoro ini hampir sama 
dengan pelaksanaan wakaf yang diatur dalam hukum positif yang berlaku di 
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Indonesia. Beliau juga menuturkan bahwa tidak ada perbedaan yang besar yang 
terjadi dimasyarakat mengenai pelaksanaan wakaf didaerah bungoro.
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Dalam pelaksanan wakaf diKec. Bungoro mengacu pada Undang-Undang 
No. 41 tahun 1977 tentang Perwakafan. Selain itu dalam hal ini kita juga secara 
tidak langsung membahas mengenai tanah. Sebagaimana telah dikemukakan 
sebelumnya  bahwa sifat wakaf ialah bersifat selama-lamanya atau tetap, maka 
dari itulah kebanyakan harta wakaf berupa benda-benda tidak bergerak misalnya 
tanah atau rumah atau suatu bentuk bangunan, hal ini erat hubunganya dengan 
Peralihan Hak Milik. 
Sehubungan dengan hal ini maka tentunya  tidak bisa dilepaskan dari 
masalah Agraria sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 3 Undang-Undang 
Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 
tentang Pendaftaran Tanah. Oleh sebab itu Pemerintah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 mengeluarkan ketentuan tentang Perwakafan 
Tanah Milik. 
Pasal 5 peraturan pemerintah nomor 28 tahun1977menyebutkan: 
1. Pihak yang mewakafkan tanhnya harus mengikrarkan kehendaknya 
secara jelas dan tegas kepada Nadzir  dihadapan Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf  sebagaimana yang dimaksud dala pasal 9 ayat 2 yang 
kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan 
disaksikan oleh sekurang –kurangnya 2 orang saksi. 
2. Dalam keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud 
dalam ayat 1 dapat dilaksanakan  setelah terlebih dahulu mendapat 
persetujuan Menteri Agama. 
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Lebih jauh Pemerintah dalam menentukan Prosedur atau Tata cara 
pelaksanaan diperinci dalam Pasal 9 peraturan tersebut yang menyatakan antara 
lain. 
a. pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat 
Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakukan ikrar wakaf. 
b. PPAIW seperti dimaksud dalam ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Mentri 
Agama 
c. isi dan bentuk ikrar wakaf ditentukan oleh Mentri Agama. 
d. pelaksanaan Ikrar, demikian pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah bila 
dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. 
e. dalam pelaksanan Ikrar Wakaf seperti dimaksud ayat 1 pihak yang 
mewakafkan tanah diharuskan membawah serta  dan menyerahkan kepada 
pejabat tersebut dalam ayat 2  syarat-syarat berikut: 
1. Sertifikat Hak Milik atau tanda Bukti Pemilikan Tanah lainnya. 
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala 
Kecamatan setempat menerangkan kebenaran  Pemilik Tanah dan tidak 
tersangkut suatu sengketa 
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 
4. Izin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Subdit 
Agraria setempat. 
Pada garis besarnya  ketentuan diatas menentukan antara lain: 
a. Calon Wakif harus datang sendiri menghadap (tidak diterangkan  apa boleh 
diwakilkan atau tidak), tetapi dalam Peraturan Mentri Agama Nomor 1 tahun 
1978 pasal 2 ayat 2 disebutkan bila tidak dapat menghadap, dengan 
persetujuan Kantor Departemen Agama tingkat Kabupaten, maka wakif dapat 
membuat Ikrar secara tertulis. 
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b. pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
setempat yang mempunyai tugas menyelengarakan daftar Ikrar Wakaf, 
demikian pula adminitrasi perwakafan diselengarakan oleh Kantor ini. 
 Tugas dari Kepala Kantor Urusan Agama berdasarkan wawancara dengan 
salah satu stap KUA bungoro, “Beliau menjelaskan bahwa tugas seorang 
Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
adalah: 
1. Meneliti kehendak seseorang yang ingin wakaf tanahnya 
2. Meneliti dan mengesahkan nadzir atau anggota nadzir yang baru 
3. Memeriksa dan Meneliti saksi ikrar wakaf 
4. Menyaksikan proses pelaksanan ikrar wakaf 
5. Membuat akta ikrar wakaf 
6. Menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinanya, masing-masing:45 
Lembar pertama disimpan oleh PPAIW, lembar kedua dilampirkan, pada 
surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. 
Kepala Subdit Agraria setempat dan, Lembar ketiga dikirimkan ke Pengadilan 
Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. 
 Salinan lembar pertama disampaikan kepada Wakif; 
 Salinan lembar kedua disampaikan kepada Nadzir; 
 Salinan lembar ketiga dikirim ke Kandepag; 
 Salinan lembar keempat dikirim kepada kepala desa yang mewilayahi 
tanah wakaf tersebut.
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3. Isi dan bentuk ikrar wakaf sudah tersedia dikantor urusan agama setempat 
sesuia  dengan Ketetapan Menteri Agama. 
4. Saksi sudah harus dewasa dan sehat akalnya serta yang ole Hukum tidak 
terhalang untuk melakukan Perbuatan Hukum. 
5. Membawah dan menyerahkan surat-surat yang dimaksud pasal 9 ayat 5 
Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977. 
Sebelum jauh melangkah dalam pelaksanaan prosedur wakaf  ini perlu 
juga diketahui  syarat, kewajiban  dan hak seorang Nadzir sebagai orang yang 
bertanggung jawab atas penyerahan harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. 
Adapun syarat, keawajiban dan Hak Nadzir adalah sebagai berikut: 
a. Warganegara Republik Indonesia 
b. Beragama Islam  
c. Sehat jasmani dan rohani 
d. Tidak berada dalam pengampuan  
e. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan 
Bila Nadzir tersebut berbentuk Hukum maka Nadzir tersebut harus 
sebagai: 
1. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 
2. mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya tanah yang 
diwakafkan 
Nadzir dapat berhenti dari pekerjaannya/tugasnya apabila: 
a. Meninggal dunia  
b. Mengundurkan diri 
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c. Dibatalkan kedudukannya sebagai Nadzir oleh kepala KUA karena : 
1. Tidak memenuhi syarat lagi 
2. Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan 
kedudukan sebagai Nadzir. 
3. Tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai Nadzir. 
Kewajiban Nadzir adalah mengurus dan mengawasi harta dan hasil wakaf: 
a) Menyimpan lembar kedua salinan akta ikrar wakaf 
b) Memelihara tanah wakaf 
c) Memanfaatkan tanah wakaf 
d) Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf 
e) Menyelengarakan pembukuan /adminitrasi yang meliputi: 
1. Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf 
2. Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf 
3. Buku catatan tentang pengunaan hasil tanah wakaf. 
f) Laporan hasil pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan 
sertifikat kepada kepala KUA , tiap satu tahun sekali,yaitu pada tiap akhir 
bulan desember. 
g) Melaporkan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan 
pengunaan  akibat ketentuan pasal  12 dan 13 peraturan mentri agama dan 
sebagaimana diatur  dalam pasal 11 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 28 
tahun 1977. 
h) Melaporkan bila ada Nadzir yang berhenti  dari jabatannya. 
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Nazhir dapat mendapatkan Upah dari hasil mengelolah harta wakaf yang 
diserahkan kepadanya besarnya upah yang didapat ialah berdasarkan 
presentasi dari keuntungan yang didapat.
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Nadzir berhak menerima penghasilan/ Upah dari hasil tanah wakaf 
yang diurusnya. Tidak ada batasan tertentu karenanya, bisa berbeda-beda 
besarnya, tergantung kepada tempat dan kondisinya.sekaligus disesuaikan 
dengan kemampuan dan kecakapan Nazhir, serta penentuan dari waqif
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akan tetapi  besarnya upah atau penghasilan Nazhir ditetapkan oleh kepala 
kandepag cq. Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh 
persen dari hasil bersih tanah wakaf.  Dalam menunaikan tugasnya Nadzir 
berhak pula mengunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf 
atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh kepalah kandepag 
cq. Kepala  Seksi. 
Untuk memperoleh bukti yang otentik  yang dapat dipergunakan  
untuk berbagai persoalan  dan menjamin kepastian hak serta kepastian 
hukum, pasal 19 ayat UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) 
mengharuskan adanya pelaksanaan pendaftaran tanah diseluruh republik 
indonesia. Sebagai tindak lanjut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah  
Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftran Tanah . 
Dalam hal tanah wakaf sesekalipun tidak ditentukan dengan  tegas 
pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, naman dengan adanya 
Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, 
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maka ada keharusan untuk mendaftarkan tanah wakaf. Kemudian dalm 
Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tentang Tata 
Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. 
Maka menurut ketentuan tersebut semua tanah yang diwakafkan 
harus didaftarkan pada Kantor Subdit Agraria Kabupaten /Kota Madya 
setempat. 
Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  
pasal 9 ayat 4 dan 5 maka PPAIW atas nama Nadzir yang bersangkutan, 
diharuskan  mengajukan permohonan kepada Bupati /Walikotamadya 
Kepala Daerah cq. Kepala  Subdit Agraria setempat untuk mendaftar 
perwakafan tanah-tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan 
Peraturan Pemerintah No.10 tahun  1961.  Permohonan pendaftaran 
tersebut diatas harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka 
waktu 3 bulan sejak dibuat Akta Ikrar Wakaf. 
Bupati/walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Subdit  Agraria 
setempat , setelah menerima permohonan tersebut, mencatat perwakafan  
tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. 
Jika tanah milik yang diwakafkan belum memiliki sertifikat maka 
pencatatan dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya. Dalam 
hal ini menurut pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6  tahun 1977 
dapat dilakukan bersama- sama menurut ketentuan Pemerintah No. 10 
tahun 1961. 
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Setelah dilakukan pencatatan wakaf tanah milik dalam buku tanah 
dan sertifikatnya.  Maka Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkan 
kepada pejabat  yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
49
 
Jika suatu bidang tanah  akan diwakfkan sebagian, maka oleh calon 
wakif  terhadap bidang tanah tersebut harus dilakukan pemisahan  terlebih 
dahulu  atas bagian -bagian yang tidak diwakafkan  dan bagian yang akan 
diwakafkan. 
Masing-masing bagian bidang tanah dibuatkan buku tanh dan 
sertifikat  tetap atas nama calon wakif. 
Masalah biaya pendaftran dapat dilihat dalam pasal 11 Peraturan 
Menteri dalam Negeri No. 6 tahun 1977  yang pada dasarnya menentukan: 
a. Biaya-biaya yang berkenaan dengan pendaftaran hak untuk pertama kali serta 
biaya-biaya untuk pembuatan sertifikat pemisahan, didasarkan atas ketentuan 
Peraturan Menteri dalam negeri  No.SK.No.41/DDA/1969. Dan Peraturan 
Menteri Agraria No.6 tahun 1965. 
b. Keringanan atau pembebanan atas biaya-biaya  tersebut diatas dapat diajukan 
oleh calon wakif kepada  Menteri dalam Negeri  cq. Dirjen Agraria 
berdasarkan  ketentuan Peraturan  Mentri dalam Negeri  No. SK.No.41/ 
DDA/ 1969. 
Dengan  adanya Peraturan Menteri  dalam Negeri N0.2/1978, tentang 
biaya pendaftaran tanah, maka persoalan biaya tersebut diatas harus disesuaikan  
dengan ketentuan ini. Menurut peraturan Direktur Jendral  Bimbingan Masyarakat 
Islam, maka penyelesaian pendaftaran, dan pencatatan perwakafan tanah dikantor 
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subdit agraria tidak dikenakan biaya, kecuali biaya pengukuran tanah dan biaya 
materai  menurut ketentuan yang berlaku. 
Tata cara pelaksanaan tanah  wakaf  yang terjadi sebelum adanya 
Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 maka: 
1. Nadzir harus mendaftarkannya  menurut bentuk W.D. Kepala KUA 
setempat.
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2. Apabila Nadzir yang bersangkutan sudah tidak ada lagi , maka wakif atau 
ahli warisnya,  anak keturunan Nadzir  atau anggota masyarakat yang 
mengetahuinya harus mendaftarkannya ke KUA setempat. 
3. Apabila tidak ada orang yang mau mendaftarkannya, maka kepala desa 
setempat  tanah tersebut  harus mendaftrakanya ke KUA setempat. 
4. Pendaftaran harus disertai dengan : 
a. Surat keterangan  tentang tanah  atau surat keterangan Kepala Desa  tentang 
perwakafan tanah tersebut  menurut bentuk W.K.
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b. Dua orang yang menyaksikan  ikrar wakaf atau saksi-saksi  istifhdah (saksi 
yang mendengar dan mengetahi tantang perwakafan tersebut) Kasus 
perwakafan tanah yang terjadi di Bungoro kebanyakan hanya mewakafkan 
tanah mereka untuk pembangunan Masjid saja dibawah ini adalah contoh 
perwakafan tanah yang diwakafkan oleh waqif.
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C. Pelaksanaan Wakaf Menurut Hukum Islam  
Setelah membahas mengenai pelaksanan menurut Hukum Positif yang 
berlaku di Kacamatan Bungoro kita perlu juga membahas mengenai bagaimana 
Islam memandang masalah perwakafan yang terjadi di Indonesia Khususnya bagi 
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Negara yang mayoritas masyarakatnya menganut Agama Islam. Hal ini sengaja 
saya bahas karena pelaksanaan wakaf menurut Hukum Positif di Indonesia dan 
Hukum Islam terdapat perbedaan yang  sangat besar.  
Kita dapat melihat atau membandingkan betapa menurut islam 
pelaksanaan/prosedur  tersebut sangat  sederhana, sehingga sering terjadi 
Pelangaran-Pelangaran oleh orang-orang yang tidak memiliki Iman yang kuat dan 
kurangnya pengetahuan mengenai masalah pelaksanaan wakaf  bila sudah 
terkungkung oleh masalah keduniaan. khususnya menyangkut harta wakaf. 
Sebagai Umat Islam kita harus mengetahui bahwa masalah wakaf adalah 
masalah hubungan manusia dengan manusia, disamping juga hubungan manusia 
dengan tuhan, dengan demikian kita juga mengetahui sebagaimana telah 
dikemukakan sebelumnya dibab II bahwa harta wakaf adalah harta tuhan yg 
dikelola oleh manusia dan hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan Agama 
/Umat. 
Jadi demikianlah bahwa memang masalah wakaf adalah ujian bagi umat 
islam. Sampai dmn batas keimanan seseorang muslim dalam menghadapi masalah 
keduniawian. 
Menurut ketentuan hukum positif  diindonesia, masalah wakaf lebih 
diperincihkan lagi ketentuan-ketentuan yang ada hubunganya dengan harta wakaf 
dengan demikan  bila sesorang melakukan pelangaran ketentuan dapat dihukum 
menurut hukum manusia demi tertibnya hubungan manusia dgn manusia.  
Prosedur wakaf menurut hukum islam 
Dalam hukum islam tidak ditentukan mengenai pelaksanaan/prosedur atau 
tata cara khusus mengenai bagaimana seseorang hendak mewakafkan sebagian 
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harta bendanya baik itu wakaf ahli( untuk keluarga) maupun wakaf khairi (untuk 
umum), demikian pula tidak dikenal adanya suatu lembaga atau badan yang 
menangani masalah wakaf. 
Pada dasarnya bila telah dipenuhi rukun dan syarat-syarat wakaf  tersebut 
sah adanya.  Dipenuhi disini bahwa dalam pelaksannan wakaf ada: 
1. Orang yang berwakaf atau wakif 
2. Harta yang diwakafkan (mauquf) 
3. Tujuan wakaf /mauqf alaihi  
4. Pernyataan wakaf (zhigat) 
5. Orang yang menerima wakaf ( nadzir)53 
Dan masing masing rukun diatas telah memenuhi syarat-syarat  untuk 
sahnya sebagaimana  telah dikemukakan dalam bab II  
Prosedur wakaf dalam islam sebagian ulama sependapat mengenai rukun 
dan syarat sahnya wakaf. Hanya sebagian kecil dari mereka terdapat perbedaan 
pendapat. 
Apapun perbedaan tersebut adalah dalam hal “pernyataan wakaf” (zhigat), 
sementara iman as syafi‟i  berpendapat bahwa seseorang yang hendak 
mewakafkan sebagian hartanya harus mengucapkan ikrar dan wakaf itu sah sejak 
saat diucapkan  ikrar tersebut dengan disaksikan oleh 2 orang  saksi yang 
istifhadah( melihat dan mendengar) sedangkan iman abu hanifah berpendapat 
bahwa  seseorang yang hendak mewakafkan sebagian harta selain mengucapkan 
ikrar dihadapan calon nadzir dan 2 orang saksi yang istifahdah. Juga ikrar tersebut 
juga harus diketahui dan ditegaskan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini 
qadi/ hakim agama islam.jadi wakaf itu sah setelah mendapat penegasan. 
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 Ikrar menurut hukum islam tidak harus dengan tulisan, tetapi cukup 
dengan lisan atau isyarat, asalkan orang yang hendak menerima wakaf ( nadzir ) 
mengerti apa-apa yang menjadi kehendak wakif. 
D. Analisis  
Berdasarkan hasil penelitian  telah diuraikan di atas, maka disimpulkan 
bahwa pelaksanaan wakaf sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana yang wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 
karyawan KUA Bungoro terkait pelaksanaan wakaf didaerah tersebut.pihak KUA 
menjelaskan bahwa mereka berpatokan kepada Undang-Undang No.42 tahun 
2004 dan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama 
No. 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan wakaf. 
Hal ini sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang dijelaskan oleh pihak 
KUA kepada peneliti beliau menjawab:” Seseorang yang hendak mewakafkan 
harta bendanya bersama nazhir (pengurus wakaf) dan saksi datang ke KUA 
setelah itu menghadap ke Kepala KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf 
(PPAIW). 
PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan mengesahkan nazhir. 
Syaratnya ialah: 
1. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. 
2. surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan 
setempat menerangkan kebenaran  pemilik tanah dan tidak tersangkut 
suatu sengketa 
3.  surat keterangan pendaftaran tanah 
4. izin dari bupati/walikotamadya  kepala daera cq.kepala subdit agraria 
setempat. 
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Selanjutnya  wakif mengucapkan ikrar wakaf di depan PPAIW dan saksi-
saksi, setelah itu membuat akta ikrar  wakaf (AIW) dan salinannya. 
a. Salinan lembar pertama disampaikan kepada wakif; 
b. Salinan lembar kedua disampaikan kepada nadzir; 
c. Salinan lembar ketiga dikirim ke kandepag; 
d. Salinan lembar keempat dikirim kepada kepala desa yang mewilayahi tanah 
wakaf tersebut. 
Kemudian PPAIW atas nama Nazhir menuju ke Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota dengan membawah berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf 
dengan surat pengantar. Kantor pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf dan 
menyerahkan sertifikat tanah wakaf tersebut kepada Nazhir Dan yang terakhir 
PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) mencatat dan mendaftarakan akata 
ikrar wakaf tersebut.
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E. Hukum penarikan kembali tanah wakaf 
Kompilasi Hukum islam tidak menjelaskan masalah penarikan kembali 
harta wakaf. Terkecuali hibah, dimana hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali 
hibah orang tua kepada anaknya (pasal 212 KHI).
55
 Di dalam hadis sahih muslim, 
tidak diketahui penjelasan diperbolehkannya penarikan kembali wakaf. Terlebih- 
lebih dalam wakaf dimana Mayoritas Ulama berpendapat kepemilikan wakaf 
menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah kemudian diperkuat adanya 
Qarinah dalam hadis Umar Ibn Al- khattab tentang wakaf, bahwa harta 
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wakaf  tidak bisa diperjual belikan, tidak bisa diwariskan dan tidak bisa pula 
dihibahkan.
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Sementara dalam ketentuan tentanng hibah, Muslim meriwayatkan enam 
jalur hadis yang menegaskan bahwa rasulullah SAW. Mengibaratkan : 
“Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya dapat dibaca zakat, 
infaq, hibah, wasiat, dan wakaf adlah seperti umpama anjing yang muntah- 
muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu,  dan memakannya lagi” 
(Riwayat Muslim) Oleh karena itu dengan mengiyaskan  tindakan wakaf dengan 
hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik  kembali harta wakaf hukumnya 
haram. Hal ini karena harta benda yang sudah diwakafkan, tidak lagi menjadi 
haknya, tetapi menjadi hak milik mutlak Allah. 
Dalam hal ini seorang wakif harus mempertimbangkan secara masak 
sebelum mewakafkan harta bendanya. Termasuk didalam memintak pertimbangan 
kepada ahli waris agar kelak dikemudian hari tidak timbul “penyesalan” akibat 
tindakannya itu. Wakaf sebagai tindakan tabarru‟ yang murni  mengharapkan 
ridha Allah, hendaknya dilakukan setelah syarat- syarat terpenuhi, seperti telah 
memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, harta benda yang 
diwakafkan itu milik sempurna, dan dalam melakukan tindakannya itu benar- 
benar atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, selain itu 
keterlibatan saksi dan petugas uang diserahi tugas untuk mewujudkan adanya 
tertib hukum dan administrasi disamping itu fungsi mereka secaara substansi 
untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan wakaf 
tersebut. 
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Dalam hal ini yang perlu juga diperhatikan yaitu penarikan kembali dalam 
arti apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan  oleh Nadzir misalnya dapat 
dilakukan apabila wakif telah menentukan syarat tehadap pemanfaatan benda 
wakaf, jika hal tersebut nyata menyimpang dari tujuan dan syarat yang telah 
ditentukan, wakif yang menarik kembali untuk kemudian diwakafkan kembali 
guna tercapainya tujuan utama wakaf, namun disini penarikan kembali bukan 
dimilikinya untuk millik  pribadi. Dimana dalam Hadis Rasulullah diatas telah 
diisyaratkan sangat tegas menunnjukkan tindakan tindakan tidak terpujinya 
tindakan wakif menarik kembali wakafnya 
 
 
 
 
`  
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Amal wakaf merupakan salah satu amal yang paling disukai dikarenakan 
pahalanya yang mengalir terus menerus tanpa henti walaupun siwakif 
telah meninggal dunia,  Peraturan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 
1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 mengatur petunjuk 
yang lebih lengkap. Menurut pasal 9 ayat (1) PP No. 28 tahun 1977, 
pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan 
pejabat pembuat akata ikrar wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar 
wakaf. Menurut pendapat Imam Syaf‟i, Malik, dan Ahmad wakaf 
dianggap telah terlaksana dengan adanya lafadz dan sigat, Walaupun 
tidak ditetapkan oleh hakim. Milik semula dari wakif telah hilang atau 
berpindah dengan terjadinya lafadz walaupun barang tersebut masih 
ditangan wakif, didalam penelitian saya tepatnya dikecamatan bungoro 
banyak masyarakat yang kurang paham akan pelaksanaan wakaf tersebut, 
atau banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendaftaran untuk 
tanah wakaf susah dan sedikit rumit. Oleh karena itu, banyak wakif 
hanya melafadzkan barang yang akan diwakafkan. 
2. wakaf menurut Hukum Islam tidak ditentukan mengenai pelaksanaan dan 
tata cara khusus mengenai bagaimana seseorang hendak mewakafkan 
sebagaian harta bendanya baik itu wakaf ahli maupun wakaf khairi, pada 
dasarnya bila wakaf telah memenuhi rukun dan syarat wakaf tersebut 
maka sah adanya. Yang harus dipenuh ialah, orang yang berwakaf atau 
wakif, harta yang diwakafkan, tujuan wakaf, pernyataan wakaf (zhigat), 
orang yang menerima wakaf ( nadzir), melihat pelaksanaan wakaf 
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menurut Islam yang telah dijelaskan pelaksanaan atau prosedur sangatlah 
sederhana. Sementara dalam pelaksanaan wakaf  menurut Hukum  Positif 
seorang wakif harus mendaftarkan barang yang akan diwakafkan di KUA 
dan kemudian mendatangkan saksi setelah itu menghadap ke Kepala 
KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf . 
B. Saran 
1. walaupun pelaksanaan wakaf sudah sesuai dengan hukum positif yang 
berlaku di Indonesia namun pelaksanaan wakaf kurang mendapat 
perhatian dari masyarakat karena kurangnya sosialisasi mengenai 
pelaksanaan wakaf di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, walaupun 
biayanya tidak mahal tetapi masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanah 
mereka kepada pejabat yang berwenang. 
2. Hukum Islam tidak memberi penjelasan yang lebih spesifik lagi mengenai 
pelaksanaan wakaf, Hukum Islam hanya menjelaskan bahwa wakaf itu 
sah apabila dipenuhinya syarat dan rukunnya. Dan itulah yang menjadi 
patokan umat Islam dalam mewakafkan hartanya tanpa mendaftarkanya 
kepada pihak yang berwenang menangani wakaf. 
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        Bentuk w.1 
IKRAR WAKAF 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
Yang bertanda tangan dibawah ini saya: 
Nama Lengkap    : Muhammad Haris 
Tempat dan Tanggal lahir/Umur  : Makassar, 31 Desember 1984 
Pekerjaan      : Buruh Harian Lepas 
Jabatan      : - 
(bagi wakif Organisasi/Badan Hukum) : 
Kewarganegaraan    : Indonesia  
Tempat Tinggal    : Jl. Kusuma Bangsa Rt.027/Rw.000 
Kel.Pamusian        Kec. Tarakan Tengah 
Kota Tarakan Tengah 
Bertindak untuk dan atas nama  : WAKIF  
Pada hari ini     : Senin  
Tanggal     : 11 April 2016 
Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya: 
 Berupa  1)    : Tanah Kering (sawah) 
 Sertifikat/Persil 2) nomor  : 180/ BGR/ 2016 
 Kelas Desa     : 087 
 Ukuran Panjang   :  M2 
  Lebar    :  M2 
  Luas    : 627 M2 
 Terletak di    : ................. 
 Desa     : Samalewa  
 Kecamatan    : Bunggoro 
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 Kabupaten/Kota 2)   : Pangkep 
Provinsi    : Sulawesi-Selatan 
Dengan batas-batas   :  
Sebelah timur    : Jalanan 
  Barat    : Tanah Milik H.Andi Bundu 
  Utara    : Tanah Milik Rasyid/ udin 
  Selatan   : Tanah Milik Saddike 
Untuk keperluan 3)   : Pembangunan Masjid 
Manfaat wakaf tanah tersebut diberikan kepada: 
Wakaf tanah tersebut diurus oleh nazhir yang diwakili oleh: 
Nama Lengkap   : Baharuddin, SE 
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : Lejang, 14 Februari 1961 
Agama     : Islam 
Pekerjaan     : Wiraswata 
Jabatan dalam Nadzir   : Ketua 
Kewarganegaraan   : Indonesia 
Tempat Tinggal   : Tamangapa Lejang, Kec. Bungoro 
Ikrar wakaf ini diucapkan/ dibacakan 2) dihadapan PPAIW Kecamatan Bungoro 
Kabupaten/Kota 2) Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi-Selatan dengan 
disaksikan oleh saksi-saksi: 
1. Nama Lengkap    : D.Dg,Makkelo 
Tanggal lahir/Umur  : Sapanang, 31 Desembar 1951 
Pekerjaan    : Islam 
Jabatan    : - 
Kewarganegaraan   : Indonesia  
Tempat Tinggal   : Bonto loa Rt.003 Rw.002, 
Kel.Samalewa    
 Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep 
2. Nama Lengkap    : Usman  
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Tanggal lahir/Umur  : Bungoro, 18 Januari 1974 
Pekerjaan    : Islam 
Jabatan    : - 
Kewarganegaraan   : Indonesia  
Tempat Tinggal   : Lejang Rt.002 Rw.003, 
Kel.Samalewa     Kec. 
Bungoro Kab. Pangkep 
Akta ikrar wakaf dibuat rangkap tiga: 
Lembar pertama untuk nazhir 
Lembar kedua untuk PPAIW 
Lembar ketiga untuk wakif 
Demikian ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak 
lain. 
        Bungoro, 01 Maret 
2016 
 Nazhir        Wakif 
       Materai 6000 
      Baharuddin, SE                                  Muhammad Haris 
         Mengetahahui 
       Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan/ 
             Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf, 
Saksi-saksi 
1.D,Dg, Makkelo (..........) 
2.Usman   (..........) 
         
 
 
6 
66 
67 
 
Zulkifli Idris, S.HI,.MH 
        NIP.19800812 
200312 1 002 
Keterangan: 
1) Diisi salah satu dari sawah, Pekarangan, kebun, atau tambak 
2) coret yang tidak perlu. 
3) diisi salah satu dari tujuan wakaf: 
a. pembangunan tempat peribadatan, termaksud didalamnya masjid, langgar 
dan musholah. 
b. keperluan umu, termaksud  didalamnya bidang pendidikan  tdan tigkat 
kanak-kanak,  tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan 
anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnyasesuai 
dengan ajaran agama islam. 
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